
 

  

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.684, 2019 BMKG. Penyediaan dan Penyebaran Peringatan 
Dini Iklim Ekstrim. 

 
 

PERATURAN 

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN PERINGATAN DINI IKLIM EKSTRIM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi 

klimatologi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 47 Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menyusun 

pedoman penyediaan dan penyebaran peringatan dini 

iklim ekstrim; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang 

Penyediaan dan Penyebaran Peringatan Dini Iklim 

Ekstrim;  

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5058);Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5878); 

2.  Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 10 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas 

Stasiun Klimatologi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 552); 

4.  Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun 

Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741); 

5.  Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

555); 

6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas 

Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1435); 
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7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 

Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun 

Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 467); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN 

GEOFISIKA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN 

PERINGATAN DINI IKLIM EKSTRIM. 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Iklim Ekstrim adalah suatu kejadian iklim yang 

mempunyai nilai variabel di atas atau di bawah ambang 

batas dan/atau dapat mengakibatkan kerugian terutama 

keselamatan jiwa dan harta. 

2. Peringatan Dini Iklim Ekstrim adalah informasi yang 

bersifat segera yang berisi mengenai analisis potensi 

terjadinya Iklim Ekstrim. 

3. Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian adalah 

proporsi sederhana dari gabungan berbagai model iklim 

yang memprakirakan jumlah curah hujan selama periode 

10 (sepuluh) hari. 

4. Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Bulanan adalah 

proporsi sederhana dari gabungan berbagai model iklim 

yang memprakirakan jumlah curah hujan selama periode 

1 (satu) bulan. 

5. Kekeringan Meteorologis adalah kondisi kering suatu 

daerah pada periode waktu tertentu yang disebabkan 
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berkurangnya curah hujan dan/atau musim kemarau 

yang panjang. 

6. Indeks Curah Hujan Terstandardisasi adalah indeks yang 

digunakan untuk menentukan penyimpangan curah 

hujan terhadap normalnya dalam 1 (satu) periode waktu 

yang panjang. 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika. 

 

Pasal 2 

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan 

keseragaman dan keefektifan dalam memberikan pelayanan 

penyediaan dan penyebaran Peringatan Dini Iklim Ekstrim.   

 

BAB II 

INFORMASI PERINGATAN DINI IKLIM EKSTRIM 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

Informasi Peringatan Dini Iklim Ekstrim meliputi: 

a. potensi kekeringan meteorologis; 

b. potensi curah hujan tinggi; dan 

c. potensi terjadi fenomena El Nino dan La Nina. 
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Bagian Kedua 

Peringatan Dini Potensi Kekeringan Meteorologis 

 

Pasal 4 

Potensi Kekeringan Meteorologis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan 

paling sedikit: 

a. hari tanpa hujan; 

b. Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian; dan 

c. Indeks Curah Hujan Terstandardisasi.  

 

Pasal 5 

(1) Hari tanpa hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a merupakan hari dengan curah hujan kurang dari 

1 mm/hari (satu milimeter per hari). 

(2) Jumlah hari tanpa hujan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan banyaknya hari tanpa hujan 

berturut-turut dihitung mundur mulai dari hari terakhir 

pengamatan sampai terjadi hujan paling rendah 1 

mm/hari (satu milimeter per hari). 

 

Pasal 6 

(1) Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

merupakan parameter potensi Kekeringan Meteorologis 

kurang dari 20 mm/dasarian (dua puluh milimeter per 

dasarian) dengan peluang di atas 70% (tujuh puluh 

persen). 

(2) Penetapan Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan 

2 (dua) dasarian berikutnya. 

 

Pasal 7 

Indeks Curah Hujan Terstandardisasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf c merupakan parameter potensi 

www.peraturan.go.id



2019, No.684 -6- 

Kekeringan Meteorologis jika nilai indeksnya paling tinggi -

1,50 (minus satu koma lima) pada rata-rata periode 3 (tiga) 

bulan. 

 

Bagian Ketiga 

Peringatan Dini Potensi Curah Hujan Tinggi 

 

Pasal 8 

Potensi curah hujan tinggi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a. Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian; dan 

b. Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Bulanan. 

 

Pasal 9 

Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dijadikan parameter 

potensi curah hujan tinggi jika berjumlah lebih dari 150 

mm/dasarian (seratus lima puluh milimeter per dasarian) 

dengan peluang di atas 70% (tujuh puluh persen). 

 

Pasal 10 

Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Bulanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dijadikan parameter 

potensi curah hujan tinggi jika berjumlah lebih dari 300 

mm/bulan (tiga ratus milimeter per bulan) dengan peluang di 

atas 70% (tujuh puluh persen). 

 

Bagian Keempat 

Peringatan Dini Potensi El Nino dan La Nina 

 

Pasal 11 

(1) Potensi fenomena El Nino dan La Nina sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 

a. indeks Nino 3.4 (tiga titik empat); dan/atau 

www.peraturan.go.id



2019, No.684 
-7- 

b. indeks osilasi selatan.  

(2) Indeks Nino 3.4 (tiga titik empat) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a merupakan anomali suhu muka 

laut di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan Samudra 

Pasifik Timur dengan koordinat 50 LU - 50 LS (lima derajat 

lintang utara sampai dengan lima derajat lintang 

selatan), 1700 BB - 1200 BB (seratus tujuh puluh derajat 

bujur barat sampai dengan seratus dua puluh derajat 

bujur barat). 

(3) Indeks osilasi selatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b merupakan perbedaan antara tekanan udara 

permukaan di Tahiti dengan tekanan udara permukaan 

di Darwin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. 

 

Pasal 12 

Indeks Nino 3.4 (tiga titik empat) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat dijadikan indikasi 

potensi fenomena:  

a. El Nino jika nilai indeks paling rendah 0,5 (nol koma 

lima); atau 

b. La Nina jika nilai indeks paling tinggi -0,5 (minus nol 

koma lima). 

 

Pasal 13 

Indeks osilasi selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) huruf b dapat dijadikan indikasi potensi fenomena: 

a. El Nino jika nilai indeks osilasi selatan kurang dari –7 

(minus tujuh); atau 

b. La Nina jika nilai indeks osilasi selatan lebih dari 7 

(tujuh). 
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Bagian Kelima 

Tingkatan Peringatan Dini Iklim Ekstrim 

 

Pasal 14 

(1) Peringatan Dini Iklim Ekstrim sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 dilakukan secara terstandar guna 

keseragaman untuk memudahkan penyampaian status 

peringatan dini. 

(2) Standar status peringatan dini disimbolkan dengan 

warna sebagai berikut:  

a. hijau kondisi tidak ada peringatan;  

b. kuning kondisi waspada; 

c. oranye kondisi siaga; dan 

d. merah kondisi awas.  

(3) Kondisi tidak ada peringatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a merupakan kondisi ketika tidak 

terjadi Kekeringan Meteorologis, curah hujan tinggi, serta 

El Nino dan La Nina. 

 

Pasal 15 

Peringatan waspada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (2) huruf b untuk potensi Kekeringan Meteorologis 

disampaikan jika terjadi: 

a.  jumlah hari tanpa hujan paling singkat 21 (dua puluh 

satu) hari; 

b.  Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian kurang dari 

20 mm/dasarian (dua puluh milimeter per dasarian) 

dengan peluang di atas 70% (tujuh puluh persen); 

dan/atau 

c.  nilai Indeks Curah Hujan Terstandardisasi antara -1,00 

(minus satu) sampai dengan -1,49 (minus satu koma 

empat sembilan). 
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Pasal 16 

Peringatan siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) huruf c untuk potensi Kekeringan Meteorologis 

disampaikan jika terjadi: 

a.  jumlah hari tanpa hujan paling singkat 31 (tiga puluh 

satu) hari;  

b.  Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian kurang dari 

20 mm/dasarian (dua puluh milimeter per dasarian) 

dengan peluang di atas 70% (tujuh puluh persen); 

dan/atau 

c.  nilai Indeks Curah Hujan Terstandardisasi antara -1,50 

(minus satu koma lima) sampai dengan -1,99 (minus satu 

koma sembilan sembilan). 

 

Pasal 17 

Peringatan awas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) huruf d untuk potensi Kekeringan Meteorologis 

disampaikan jika terjadi: 

a.  jumlah hari tanpa hujan paling singkat  61 (enam puluh 

satu) hari;  

b.  Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian kurang dari 

20 mm/dasarian (dua puluh milimeter per dasarian) 

dengan peluang di atas 70% (tujuh puluh persen); 

dan/atau 

c.  nilai Indeks Curah Hujan Terstandardisasi paling tinggi -

2,00 (minus dua). 

 

Pasal 18 

Peringatan waspada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (2) huruf b untuk potensi curah hujan tinggi 

disampaikan jika terjadi: 

a.  Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian lebih dari 

150 mm/dasarian (seratus lima puluh milimeter per 

dasarian) dengan peluang di atas 70% (tujuh puluh 

persen); atau 
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b.  Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Bulanan lebih dari 

300 mm/bulan (tiga ratus milimeter per bulan) dengan 

peluang di atas 70% (tujuh puluh persen). 

 

Pasal 19 

Peringatan siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) huruf c untuk potensi curah hujan tinggi disampaikan jika 

terjadi: 

a.  Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian lebih dari 

200 mm/dasarian (dua ratus milimeter per dasarian) 

dengan peluang di atas 70% (tujuh puluh persen); atau 

b.  Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Bulanan lebih dari 

400 mm/bulan (empat ratus milimeter per bulan) dengan 

peluang di atas 70% (tujuh puluh persen). 

 

Pasal 20 

Peringatan awas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) huruf d untuk potensi curah hujan tinggi disampaikan jika 

terjadi: 

a.  Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Dasarian lebih dari 

300 mm/dasarian (tiga ratus milimeter per dasarian) 

dengan peluang di atas 70% (tujuh puluh persen); atau 

b.  Prakiraan Probabilitas Curah Hujan Bulanan lebih dari 

500 mm/bulan (lima ratus milimeter per bulan) dengan 

peluang di atas 70% (tujuh puluh persen). 

 

Pasal 21 

Peringatan waspada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (2) huruf b untuk fenomena El Nino dan La Nina 

disampaikan jika: 

a.  monitoring indeks Nino 3.4 (tiga titik empat)  

menunjukkan nilai melebihi ambang batas paling rendah  

0,5 (nol koma lima) atau paling tinggi -0,5 (minus nol 

koma lima) selama 6 (enam) dasarian berturut-turut; 

dan/atau 
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b.  indeks osilasi selatan melebihi ambang batas kurang dari 

-7 (minus tujuh) atau lebih dari 7 (tujuh) selama 6 (enam) 

dasarian berturut-turut. 

 

Pasal 22 

Peringatan siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) huruf c untuk fenomena El Nino dan La Nina disampaikan 

jika: 

a.  monitoring indeks Nino 3.4 (tiga titik empat) 

menunjukkan nilai melebihi ambang batas paling rendah 

0,5 (nol koma lima) atau paling tinggi -0,5 (minus nol 

koma lima) selama 9 (sembilan) dasarian berturut-turut; 

dan/atau 

b.  indeks osilasi selatan melebihi ambang batas kurang dari 

-7 (minus tujuh) atau lebih dari 7 (tujuh) selama 9 

(sembilan) dasarian berturut-turut.  

 

Pasal 23 

Peringatan awas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) huruf d untuk fenomena El Nino dan La Nina disampaikan 

jika: 

a.  monitoring indeks Nino 3.4 (tiga titik empat)  

menunjukkan nilai melebihi ambang batas paling rendah 

0,5 (nol koma lima) atau paling tinggi -0,5 (minus nol 

koma lima) selama 12 (dua belas) dasarian berturut-

turut; dan/atau 

b.  Indeks osilasi selatan melebihi ambang batas kurang dari 

-7 (minus tujuh) atau lebih dari 7 (tujuh) selama 12 (dua 

belas) dasarian berturut-turut. 
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BAB  III 

PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN 

PERINGATAN DINI IKLIM  EKSTRIM 

 

Bagian Kesatu 

Penyediaan Informasi Peringatan Dini Iklim Ekstrim 

 

Pasal 24 

(1) Penyediaan Peringatan Dini Iklim Ekstrim menggunakan 

data yang berasal dari peralatan pengamatan manual 

dan/atau peralatan pengamatan otomatis. 

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses dari 

pusat database. 

(3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak tersedia pada pusat database, petugas mengajukan 

kebutuhan data kepada pusat database. 

(4) Dalam hal kebutuhan data yang telah diajukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, 

pusat database memberitahukan kepada petugas dalam 

jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak pengajuan 

kebutuhan data diterima oleh pusat database. 

(5) Dalam hal kebutuhan data yang telah diajukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, 

petugas dapat mengakses data dari sumber lainnya. 

 

Pasal 25 

Penyediaan Peringatan Dini Iklim Ekstrim meliputi kegiatan: 

a. pemantauan dan analisis gejala serta prakiraan Iklim 

Ekstrim; dan 

b. penyusunan dan pemutakhiran informasi. 

 

Pasal 26 

Penyusunan Peringatan Dini Iklim Ekstrim sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dibuat sesuai dengan 

format dan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 

 

Pasal 27 

Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b 

merupakan kegiatan pembaharuan yang dilakukan dalam 

waktu paling lama 1 (satu) periode dasarian. 

 

Pasal 28 

(1) Penyediaan Peringatan Dini Iklim Ekstrim harus 

dilakukan oleh Kedeputian Bidang Klimatologi dan UPT. 

(2) Penyediaan Peringatan Dini Iklim Ekstrim sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan 

oleh Kedeputian Bidang Klimatologi dan UPT.  

(3) Penyediaan Peringatan Dini Iklim Ekstrim sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh 

Kedeputian Bidang Klimatologi. 

 

Bagian Kedua 

Penyebaran Peringatan Dini Iklim Ekstrim 

 

Pasal 29 

(1) Penyebaran Peringatan Dini Iklim Ekstrim sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui media 

komunikasi dan informasi. 

(2) Media komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa media elektronik dan/atau media 

nonelektronik. 

(3) Media elektronik dan/atau media nonelektronik 

sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi: 

a. layanan pesan singkat; 

b. situs web; 

c. surat elektronik;  

d. surat cetak; dan/atau 

e. sarana komunikasi lainnya. 
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Pasal 30 

(1) Penyebaran Peringatan Dini Iklim Ekstrim sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 harus disampaikan kepada 

instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan 

masyarakat. 

(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pemerintah daerah tempat dimana terjadinya 

dan/atau terdampak iklim ekstrim. 

 

Pasal 31 

Penyebaran Peringatan Dini Iklim Ekstrim sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh: 

a. Kedeputian Bidang Klimatologi untuk lingkup nasional; 

dan 

b. UPT untuk lingkup daerah sesuai dengan wilayah 

kerjanya. 

 

Pasal 32 

UPT yang melakukan penyediaan Peringatan Dini Iklim 

Ekstrim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan UPT yang 

melakukan penyebaran Peringatan Dini Iklim Ekstrim 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b 

ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika. 

 

Pasal 33 

UPT selain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

32 dapat meneruskan Peringatan Dini Iklim Ekstrim kepada 

pemerintah daerah dan masyarakat pada daerah yang 

terdampak Iklim Ekstrim. 

 

Pasal 34 

(1) Dalam pelaksanaan penyediaan Peringatan Dini Iklim 

Ekstrim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan 

penyebaran peringatan dini iklim ekstrim sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 29, Kedeputian Bidang Klimatologi 

difungsikan sebagai Pusat Peringatan Dini Iklim Ekstrim. 

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui sistem peringatan dini iklim (Climate 

Early Warning System). 

 

BAB IV 

PELAPORAN 

 

Pasal 35 

(1) Kedeputian Bidang Klimatologi dan UPT harus membuat 

laporan Peringatan Dini Iklim Ekstrim sesuai dengan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah 

kejadian Iklim Ekstrim berakhir. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) disampaikan kepada: 

a. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika untuk laporan dari Kedeputian Bidang 

Klimatologi; dan 

b. Deputi Bidang Klimatologi untuk laporan dari UPT. 

 

BAB V 

PEMBINAAN 

 

Pasal 36 

Pembinaan penyediaan dan penyebaran Peringatan Dini Iklim 

Ekstrim dilakukan oleh Deputi Bidang Klimatologi. 

 

Pasal 37 

Pembinaan penyediaan dan penyebaran Peringatan Dini Iklim 

Ekstrim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: 
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a. pengaturan; 

b. pengendalian; dan  

c. pengawasan. 

 

Pasal 38 

(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf 

a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, 

penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, 

perencanaan, dan persyaratan. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

huruf b meliputi arahan, bimbingan, pelatihan, 

sertifikasi, dan bantuan teknis. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

huruf c meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi, audit, 

dan tindakan korektif. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 39 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Juni 2019 

 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

 

                     ttd. 

 

DWIKORITA KARNAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  21 Juni 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,  

   

                ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN PERINGATAN 

DINI IKLIM EKSTRIM 

 

 

FORMAT PERINGATAN DINI IKLIM EKSTRIM 

 

 

A. FORMAT PESAN SINGKAT 

  

Peringatan dini.....................(*1 Tgl.............. (*2 

Berpotensi terjadi 

................................................................................................................(*3 

UPT……………(*4 

 

 

Keterangan: 

1. Diisi dengan wilayah tempat dilakukan peringatan dini Iklim ekstrim 

(contoh: Jawa Barat /nama wilayah lainnya); 

2. Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya peringatan dini 

iklim ekstrim;  

3. Diisi sesuai dengan peringatan dini iklim ekstrim yang akan 

disampaikan (contoh: Kekeringan, Curah Hujan Tinggi, serta nama 

wilayahnya); dan 

4. Diisi dengan nama unit organisasi yang mengirimkan peringatan  dini 

iklim ekstrim. 
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B. FORMAT LAMAN 

 

 

PERINGATAN DINI........................... (*1 

POTENSI : ....................................................... (*2 

TINGKAT :........................................................ (*3 

 

NARASI: 

……………………………………………………………………………………………….(*4                                                                                                                                   

……..(*5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar . ………………………………………………… (*6 

 

 

       

 Dibuat Tanggal ……….(*7 

                      Pusat... / UPT……………(*8 
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Keterangan: 

1. Diisi dengan wilayah tempat dilakukan peringatan dini iklim ekstrim  

(Pusat untuk lingkup nasional dan UPT untuk lingkup provinsi, 

contoh: Provinsi Jawa Barat/Kecamatan Tanah Sareal/nama wilayah 

lainnya);  

2. Diisi dengan peringatan dini iklim ekstrim yg dilaporkan dengan  

Pontensi (Kekeringan, Curah Hujan Tinggi, atau Terjadi fenomena El 

Nino dan La Nina); 

3. Diisi dengan Tingkat potensi iklim ekstrim yg dilaporkan (tidak ada 

peringatan, waspada, siaga, dan awas); 

4. Diisi dengan narasi yang sesuai dengan peringatan dini iklim ekstrim 

yg dilaporkan (contoh: berdasarkan monitoring,  analisis dan prediksi 

curah hujan dasarian, terdapat indikasi kekeringan meteorologis 

(iklim) sebagai dampak dari kejadian hari kering berturut-turut 

dengan indikator hari tanpa hujan dengan potensi “awas” terjadi di 

daerah…….. Pada kondisi demikian untuk dapat diantisipasi 

terjadinya ……….); 

5. Diisi dengan gambar terkait peta yang mendukung narasi pada point 

5 (contoh: Peta Monitoring Hari Tanpa Berturut-turut); 

6. Diisi Keterangan gambar yang digunakan pada point 6; 

7. Diisi dengan tanggal dibuatnya peringatan dini iklim ekstrim; dan 

8. Diisi dengan nama unit organisasi yang mengirimkan peringatan dini 

iklim ekstrim. 
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C. FORMAT SURAT ELEKTRONIK 

 

Tanggal dikeluarkan………….(*1 

Nomor ………………………(*2 

Perihal ……………………….(*3 

 

Dengan hormat….. 

Berikut kami sampaikan peringatan dini iklim ekstrim sebagai berikut: 

Isi Pesan: 

……………………………………………………………………………..……………(*4 

 

UPT………………………………..(*5 

  

Keterangan:  

1. Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya peringatan dini 

iklim ekstrim; 

2. Diisi dengan nomor surat peringatan dini iklim ekstrim dikeluarkan; 

3. Diisi dengan jenis informasi peringatan dini iklim ekstrim (contoh: 

Kekeringan/Curah Hujan Tinggi); 

4. Diisi sesuai dengan peringatan dini iklim ekstrim yang akan 

disampaikan (contoh: kekeringan, curah hujan tinggi, serta nama 

wilayahnya); dan 

5. Diisi dengan nama unit organisasi yang mengirimkan peringatan  dini 

iklim ekstrim. 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

                       ttd. 

DWIKORITA KARNAWATI 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

NOMOR 9 TAHUN 2019 
TENTANG 

PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN PERINGATAN 
DINI IKLIM EKSTRIM 

 

 

FORMAT LAPORAN KEJADIAN IKLIM EKSTRIM 

 

Analisis ………………………………………(*1 

Tanggal ………………….(*2 

Oleh: 

UPT………..(*3 

I. PENDAHULUAN 

- Laporan peristiwa kejadian iklim ekstrim (Kekeringan/Curah Hujan 

Tinggi dll, waktu, lokasi kejadian) 

- Dampak dari kejadian yang ditimbulkan 

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

- Analisis Dinamika atmosfer 

- Analisis statistik klimatologis 

III. KESIMPULAN 

IV. LAMPIRAN 

 

Keterangan:  

1. Diisi dengan kejadian iklim ekstrim yang terjadi (kekeringan/curah hujan 

tinggi dll, waktu, lokasi kejadian); 

2. Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pelaporan; dan 

3. Diisi dengan nama unit organisasi yang membuat laporan. 

 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

 

                      ttd. 

 

DWIKORITA KARNAWATI 
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